¥ _:, (7

WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Walikota
Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Padang Panjang, perlu menetapkan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Padang Panjang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Padang Panjang.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor
11 Seri E.6);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor
7 Seri E.6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 5 Seri E.4) ;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor

9 Seri D.1);

10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Percepatan Pembangunan 'dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Padang Panjang
(Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 Nomor 20
Seri E.13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA PADANG

PANJANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kota Padang Panjang, sebagain}ana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan walikota ini.
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Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Percepatan Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Padang Panjang,
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman bagi
kelurahan dalam melaksanakan program percepatan
pembangunan pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kota
Padang Panjang.

Pasal 3

Sistematika  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Percepatan
Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota
Padang Panjang meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II - LINGKUP KEGIATAN P3MK
BAB III - MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN P3MK
BAB IV - TIM PENUNJANG PELAKSANAAN P3MK
BAB V - TAHAPAN PELAKSANAAN P3MK
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya
dalam berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di  : Padang Panjang
pada tanggal : &L Jown 2018

/ Pjs WALIKOTA PADANG PANJAN G/
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Diundangkan di Padang Panjang t\
pada tanggal &L Jum 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, /

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR
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